KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 298 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN DAN
PENURUNAN DOKUMEN HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi

Pemillhan Umum  Republik Indonesia  Nomeor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses

informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sukoharjo, guna menjamin
ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang
lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat
dan mudah, dipandang perlu menetapkan Prosedur
Standar Operasional Pengunggahan dan Penurunan
Dokumen Hukum Pada Laman Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Prosedur
Standar Operasional Pengunggahan dan Penurunan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo
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Dokumen Hukum Pada Laman Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun

2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 692);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo
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dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 440);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten /Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo
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11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN DAN
PENURUNAN DOKUMEN HUKUM PADA LAMAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.

: Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengunggahan

dan Penurunan Dokumen Hukum Pada Laman Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Format Nota Dinas Usulan Pengunggahan dan Perbaikan
Dokumen Hukum pada laman Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

ini,

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE’I‘ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
RABHPATEN SUKOHARJO NURIL HUDA

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 298 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGUNGGAHAN DAN PENURUNAN DOKUMEN
HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KOMISI PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 298 TAHUN 2023
Tanggal : 3 Oktober 2023

2023
SUKOHARJO

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo



)
PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian
Hukum dalam Pengunggahan dan Penurunan Dokumen Hukum pada
Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sukoharjo;

3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi
secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;

4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan
selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;

5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;

7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan atau
Penurunan Dokumen Hukum pada Laman Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, maka
Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;

8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sukoharjo
Pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
-~ KABUPATEN SUKOHARJO
'Ke'pa:lix Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
T

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo



Nomor SOP 298 TAHUN 2023

Tanggal Pengesahan 3 Oktober 2023

Disahkan Oleh KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO
ttd.
NURIL HUDA
Nama SOP PENGUNGGAHAN DAN PENURUNAN DOKUMEN HUKUM PADA
LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMAS! HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukean Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tehun 2017 tentang Pemillhan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen
dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

!

Memahami acuan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP);

Memahami tugas dan fungsi serta mekanisme pengelolaan
website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Memiliki kemampuan dalam mengelola website Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Memahami alur pendokumentasian keputusan KPU Kabupaten
Sukoharjo;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo




Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tshun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99);
g | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
9 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 10/HK.04/08/2022 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilthan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
10 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman
Tekins Penyusunan Keputusen Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,;
11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukcharjo.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 | SOP Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 1 | Buku Agenda;
Sukoharjo; 2 | Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner,
2 | SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3 | Jaringan Internet;
Kabupaten Sukoharjo; 4 | Mesin Fotolkopi;
] / i ) . 5 | Flashdisk dan Map Odner;,
3 | SOP Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 6 | Stempel Salinan;
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. 7 | Cap Dinas.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 | Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Pengunggahan dan PenurunanDokumen Disimpan dalam bentuk naskah asli fhardecopy} dan naksah asli
Hukum pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan elektronik (softcopy)
Umum Kabupaten Sukoharjo tidak akan terlaksana dengan baik;
2 | Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada
masyarakat tidak akan berjalan dengan baik;
3 | Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo




A. FLOWCHART PENGUNGGAHAN DOKUMEN HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

PELAKSANAAN MUTU BAKU
No Kegiatan TIM PIMPINAN SUBBAG | PELAKSANA
PEMBINA REDAKSI PENGUSUL REDAKSI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
JDIH JDIH JDIH
1 Menyampaikan Nota Dinas
permohonan pengunggahan Mo B
- Nota Dinas
Eo};umen Huk: nl_ll KPU h - Dokumen Hukum 30 menit Hardfile
a upgten Sukoharjo ole yang diusulkan
Subbagian Pengusul
2 a. Menerima Nota Dinas Scan Dokumen Dalam hal
permohonan Pengunggahan Hukum yang permoh.onan
Dokurmen Hukum KPU S diusulkan Softcopy tidak disetujui
Kabupaten Sukoharjo ke karena
Web H dokumen
co P 10 menit hulkum yang
dikecualikan
Pimpinan
b. Menyampaikan Lembar Permohonan Hardfile Redaksi JDIH
Disposisi Dispo/Persetujuan menyampaika
n kepada
Pengusul
3 Persetujuan Pengunggahan
Dokumen Hukum KPU gembar_ Disampaikan
Kabupaten Sukoharjo Lembar Disposisi | 30 menit R Kepada
Dokumen Hukum ;
y TS Sekretaris
perlu dipublikasi
4 Cek Persetujuan .
pengunggahan dokumen - Lembar . - Persetujuan
hukum dan validasi Salinan Ya ol Pengunggahan
Dokumen Hukum yang P _
diusulkan - Naskah asli dan 90 menit
salinan dokumen - Naskah Salinan
hukum vang sesuai dengan
diusulkan asli

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo




Melakukan Scan Dokumen
Hukum berserta disposisi

Lembar Disposisi
dan Salinan

persetujuan/Disposisi Dokumen Hukum 5 menit Softfile
Cek kelengkapan Dokumen
Xk ; e
e utrn 5 l;lersl«:rta disposisi E Dokumen Hukum Softfile Salinan
EEREROUR AIREN. hasil scan Subbag 10 menit | Dokumen hasil
Hukum secan lengkap
Penyusunan abstraksi Keputusan
dokumen hukum (khusus adalah
untuk keputusan) Salinan 30 menit | Softfile Abstraksi Il’zeefl‘f;“cf:n“
Keputusan Keputusan Sekretaris KPU
Kabupaten
Sukoharjo
Mengecek/memverifikasi
format dan substansi abtraksi Non
Keputusan Abstraksi 20 menit Abstra_tksi telah
KPU Keputusan sesuai
Pengunggahan Dokumen A
Sal
Hukum ke Website JDIH KPU N ) s Unggahan
= :\ e \\:
Kabupaten Sukoharjo. \\\\\\\\ beserta abstraksi 5 menit dokumen hukum

(khusus
Keputusan)

yang diusulkan
pada laman JDIH

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo




B. FLOWCHART PENURUNAN DOKUMEN HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

PELAKSANAAN MUTU BAKU
No Kegiatan KOMISIONER/ TIM PIMPINAN [PELAKBANA | oo
SEKRETARIS/ | PEMBINA | REDAKSI | REDAKSI | o oo KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
KASUBBAG JDIH JDIH JDIH
1 Perintah Penurunan Dokumen - Perintah lisan;
Hukum KPU Kabupaten - Nota Dinas. Perintah
Sukoharjo kepada Pimpinan 60 menit | Penurunan
Redaksi. Dokumen Hukum
2 Memerintahkan Pelaksana - Nota Dinas.
Redaksi/Admin Web JDIH Perintah
untuk menurunkan Dokumen 10 menit | Penurunan
Hukum terkait pada website Dokumen Hukum
JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo.
3 Penurunan Dokumen Hukum - Komputer;
dari website JDIH KPU - Jaringan Dokumen Hukum
Kabupaten Sukoharjo. Internet. 10 menit | terkait diturunkan
dari website JDIH
4 Laporan penurunan Dokumen - Kon_'lputer; Laporan
Hukum dari website JDIH telah - Jaringan ‘ penurunan
berhasil. AL, 10 menit | n 1 men Hukum
berhasil
5 Tim Teknis JDIH mengirim Nota - Nota Dinas; Nota Dinas
Dinas kepada Sub Bagian | - Dokumen perbaikan
Pengusul untuk segera | huku_m Maksimal dokumen- hukum
sics | terkait. 2x24 jam | tersampaikan
memperbaiki dokumen hukum . keatiad Sub
pada
tersebut. Bagian Pengusul.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo




Sub Bagian Pengusul Dokumen Dokumen Hukum | - Apabila
memperbaiki dokumen hukum Hukum KPU KPU Kabupaten perbaikan _
yang diturunkan. Kabupaten Sukoharjo yang :};ﬁﬁf_ﬁ :g;kwt
Sukoharjo yang telah selesai P
akan diperbaiki diperbaiki brstro el
P f P : maka dapat
Maksimal menggunakan
14 (empat nomor yang
belas) hari BAMA;
kerja . .
: - apabila perbaikan
se];i'k BN dokumen terkait
S ralat terhadap
diterima substansi, maka
Sub harus
Bagian menerbitkan
Pengusul dokumen baru
yang
membatalkan
atau mengubah
dokumen
sebelumnya.
Sub Bagian Pengusul - Nota Dinas Hardfile Nota Dinas
menyerahkan Nota Dinas Usulan - Naskah usulan
Pengunggahan kembali dokumen Dokumen - ) ﬁeﬂg};l;llggahan
hukum yang telah diperbaiki Hulcum yang U TR
kepada Pimpinan Redaksi JDIH s
epada Pimpinan Redaksi i diperbaiki.
Persetujuan Pengunggahan - Lembar Perbaikan telah
dan verifikasi atas Dokumen P;rsett}jgan/ sesuai ;
Hukum yang telah diperbaiki Disposisi arahan/petunjuk
- Naskah G et Persetujuan/
dokumen Dokumen siap
hukum yang diunggah kembali
diperbaiki

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo




9 Cek Persetujuan - Letnbar Salinan Dokumen
pengunggahan dokumen Persetujuan/ Hukum_ygng telah
hukum dan Penerbitan Disposisi diperbaiki
Salinan Dolfumen‘ . Hukum - Naskah Softfile 30 menit
vang telah diperbaiki {untuk dokumen
Keputusan) hukum yang
diperbaiki
10 | Melakukan Scan  Dokumen - Lembar Softfile lengkap
Hukum yang telah diperbaiki dan Disposisi dan
salinannya berserta persetujuan/ Salinan 10 menit
Disposisi i
P Hukum yang
diperbaiki
11 Penyampaian softfile Salinan - Softfile Salinan Softfile Salinan
Dokumen Hukum yang telah Dokumen Dokumen Hukum
diperbaiki kepada Tim Hukum 5 menit | Perbaikan siap
Pelaksana JDIH untuk diunggah diunggah
ke Website JDIH
12 | Pengunggahan kembali softfile Salinan Dokumen Hukum Dokumen semula
dokumen hukum yang telah Dokumen perbaikan yang terdapat
diperbaiki ke website resmi Hukum terunggah. ;cfsalaha;n G hi’;"‘ﬁs
JDIH KPU Kabupaten o < aamler s ey
: N dan diberikan
Sukoharjo. L m 10 menit keterangen sebagai
informasi agar
pembaca
mengetahni adenya
perbaikan,

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 298 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGUNGGAHAN DAN PENURUNAN DOKUMEN
HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

1. Format Nota Dinas Usulan Pengunggahan Produk Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO
J1. Diponegoro Nomeor : 41 B Sukoharjo

Telp. (0271) 592619, 592761 Fax (0271) 592761

NOTA DINAS
Kepada : Yth. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM (Pimpinan Redaksi JDIH)
Dari : Kepala Sub Bagian .......
Tembusan D o TS
Nomor O RN RO
Tanggal S
Sifat : Penting
Lampiran :.....(.....) dokumen
Perihal : Pengusulan Pengunggahan Dokumen Hukum
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan usulan pengunggahan produk hukum berupa Keputusan
Nomor......... tentang.............../Dokumen Hukum lainnya

Mohon kiranya dapat dilakukan pengunggahan pada laman Jaringan Informasi dan Dokumentasi
Hukum KPU Kabupaten Sukoharjo untuk keperluan publikasi Bersama ini kami lampirkan
Salinan Keputusan/Dokumen hukum yang kami usulkan untuk diunggah tersebut (hardfile dan
softfile), sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian. Atasnya disampaikan terima kasih.

Kepala Sub Bagian...........

Nama lengkap Tanpa Gelar

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo
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2. Format Nota Dinas Perbaikan Produk Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO
Ji. Diponegoro Nomor : 41 B Sukoharjo

Telp. (0271) 592619, 592761 Fax (0271) 592761

NOTA DINAS
Kepada : Yth. Kepala Sub Bagian .. :
Dari : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM (Pimpinan Redaksi JDIH)
Tembusan
Nomor el iusialeasies
Tanggal SRR
Sifat : Penting
Lampiran > veeee (ov...) dokumen
Perihal : Perbaikan Dokumen Hukum
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan produk hukum yang diturunkan dari website JDIH KPU Kabupaten
Sukoharjo berupa Keputusan Nomor......... tentang............../Dokumen Hukum lainnya

Mohon kiranya untuk dilakukan perbaikan terhadap keputusan....... /dokurnen dokumen sebagai
berikut :

Perbaikan harus diselesaikan maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak nota dinas diterima.
Keputusan/Dokumen Hukum hasil perbaikan tersebut, dimohon untuk segera diusulkan
pengunggahannya pada website JDIH. Bersama ini kami lampirkan Keputusan/Dokumen hukum
yang diturunkan dari website JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo dan perlu diperbaiki,

sebagaimana terlampir.

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo
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Demikian untuk menjadikan perhatian. Atasnya disampaikan terima kasih.

Kepala Sub Bagian...........

Nama lengkap Tanpa Gelar
Catatan :

- Apabila perbaikan dokumen terkait ralat terhadap kesalahan ketik, maka dapat
menggunakan nomer yang sama;

- Apabila perbaikan dokumen terkait ralat terhadap substansi, maka harus

menerbitkan dokumen baru yang membatalkan atau mengubah dokumen
sebelumnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABLTPATEN SUKOHARJO

 'Ke -;_- as\ub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo



